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Kesejahteraan sosial merupakan tujuan dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sosial 
adalah dengan membuat kebijakan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang 
dalam implementasinya masih sering mengalami masalah seperti adanya dugaan 
pemotongan dana, keterlambatan penyaluran bantuan dan kevalidan data. Oleh 
karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program 
Keluarga Harapan di Kecamatan Sesenapadang dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya.  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan 
didukung dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer 
diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari data pengolahan 
data dan observasi. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi 
melalui wawancara dan pada tahap akhir dengan menarik kesimpulan.  
  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi  Program Keluarga 
Harapan di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa belum maksimal dan 
banyak kekurangan dari segi pelaksanaanya, misalnya dari segi sumberdaya 
manusia yang masih belum memadai dibanding dengan kondisi wilayah dan 
jumlah peserta peserta program keluarga harapan di kecamatan sesenapadang, 
dari segi komunikasi antar pelaksana yang masih kurang, dan sosialisasi kepada 
masyarakat tentang  program keluarga harapan belum maksimal sehingga 
masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang program ini.  
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YULIUS TANDIGOA (E 211 12 105), Implementation of the Family Hope 
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Social welfare is one of the goals of the Unitary Republic of Indonesia. One 
of the Government's efforts to achieve the social welfare is by creating a policy 
such as the Family Hope Program (PKH) in which the implementation is still often 
encountered problems such as the alleged withholding of funds, delays in aid 
delivery and validity of the data. Therefore, the purpose of this study is to 
investigate the implementation of the Family Hope Program in Sesenapadang Sub-
District and factors that influence it. 
 
The research approach used is qualitative descriptive and supported by 
secondary data. The type of data used are primary data which was obtained from 
interviews and the secondary data obtained from the data processing of the data 
and observations. The data analysis technique started by collecting the information 
through interview and by drawing conclusion on the final stage. 
 
The results showed that the implementation of the Family Hope Program in 
Sesenapadang Sub-District Mamasa District was not maximized and many 
shortcomings in terms of implementation, for example in the terms of human 
resources remains inadequate compared with the conditions of the area and the 
number of participants of the family hope program in the Sesenapadang Sub-
District, it’s still lacking in terms of intra-actor communication, and the socialization 
to the community about the family hope program hasn’t been maximized which 
makes the community unaware or don’t know fully about this program. 
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I.1 Latar Belakang 
Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah 
satu hambatan untuk mencapai kesejahteaan adalah masalah kemiskinan. 
Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. 
Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan 
terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju meski jumlahnya tidak 
besar. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak 
dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendirian. Masalah 
kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional karena berkaitan 
dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. 
Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya 
Indonesia yang merupakan negara berkembang. Masalah kemiskinan yang ada di 
Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara 
terus-menerus (Suharto, 2009: 131). Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah 
ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, tetapi karena ini 
gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih 
dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu 
negara, tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan 
negara-negara maju.    
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Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang 
layak, kesehatan yang terjamin, mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan 
menjadi alasan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Sebagai negara 
yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk 
lebih dari 255 juta jiwa, serta dengan anekaragam budaya dan kelas sosial (BPS: 
2015), membuat Indonesia rentan terhadap masalah ekonomi yang berdampak 
langsung pada kemiskinan. Angka kemiskinan di indonesia mencapai 28,59 juta jiwa 
yang berarti sekitar 11,22 persen penduduk Indonesia secara keseluruhan pada Maret 
2015 (BPS: 2015). 
Salah satu amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka 
meminimalisir permasalahan kesejahteraan di indonesia, pemerintah melalui 
kementrian sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi 
masalah kemiskinan.  Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam 
rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai 
Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Kelurga Harapan (PKH. Program ini 
dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan di 
bidang sosial.  
        Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan 
sosial yang diberikan pemerintah untuk menjangkau masyarakat prasejahtera atau 
masyarakat kalangan kelas ekonomi kebawah. Program ini direalisasikan dengan 
memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) 
(Kemensos: 2011). Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk membantu 
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kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, 
selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran 
konsumsi. Tujuan umum PKH adalah mengurangi angka dan memutus rantai 
kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan merubah 
perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. 
          Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat 
Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti mengikuti persyaratan yang diwajibkan. 
Persyarakatan tersebut terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan 
kesehatan. Dengan adanya PKH diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku 
penerima PKH menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas kesehatan.  
             Program Keluarga Harapan (PKH) pertama kali diimplementasikan di negara-
negara Amerika Latin dan Karibia seperti Meksiko, Brazil, Kolombia, Honduras, 
Jamaika, dan Nikaragua yang dikenal dengan program Conditional Cash Transfer 
(CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini tergolong berhasil menurunkan 
angka kemiskinan karena program ini berusaha untuk mengubah hidup Rumah 
Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan cara memberikan bantuan tunai untuk 
membiayai kebutuhan. Akan tetapi menyaratkan kepada penerimnanya untuk 
melakukan pemeriksaan kesehatan di posyandu atau layanan kesehatan bagi ibu 
hamil dan anak balita, dan meningkatkan kehadiran anak sekolah secara rutin/ teratur 
bagi anak-anak RTSM yang memiliki usia SD-SMP. 
Di Indonesia Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan pertama kali 
pada tahun 2007 di 7 provinsi 48 kabupaten/kota. Daerah-daerah yang menjadi 
tempat percontohan yaitu DKI Jakarta, Jawa timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa 
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Tenggara Timur dan juga Gorontalo dengan harapan program ini berkesinambungan. 
Tujuan uji coba Program Keluarga Harapan ini adalah untuk menguji berbagai 
instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, antara lain sasaran, validasi data 
verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat. 
Selanjutnya, mulai tahun 2010 KEMENSOS menambah jumlah provinsi penerima 
manfaat Program Keluarga Harapan di Indonesia.  
Program keluarga harapan (PKH) kemudian dilaksanakan di seluruh wilayah 
di Republik Indonesia pada tahun 2013. Program ini terfokus pada dua komponen 
yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang 
kesehatan dan pendidikan. Kesehatan menjadi aspek penting sebab dalam tubuh 
yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dengan kesehatan terjamin maka pendidikan juga 
dapat berjalan dengan baik, dan dengan pendidikan yang layak maka secara otomatis 
kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat. Kedua komponen ini memiliki 
hubungan erat dengan kemiskinan. 
        Layaknya implementasi kebijakan dan program pemerintah pada umumnya, 
Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat memiliki banyak masalah dan 
tantangan dalam prosesnya. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi di 
dalamnya mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai dengan pedoman dan 
tidak tepat sasaran. Masalah-masalah umum yang dihadapi diantaranya kevalidan 
data penerima PKH dan besaran bantuan yang diterima. Masyarakat mengeluhkan 
banyak perserta yang layak mendapat program ini tapi tidak terdata sebagai penerima 
PKH. Selain itu, ada juga indikasi adanya pemotongan penyaluran bantuan serta 
keterlambatan dalam penyaluran bantuan. 
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Sebagai salah satu program yang dilaksanakan secara nasional sejak tahun 
2013, Program Keluarga Harapan (PKH) juga dilaksanakan di provinsi Sulawesi barat 
dengan menyentuh lima kabupaten. Salah satu kabupaten yang mendapatkan 
program PKH adalah Kabupaten Mamasa. Kabupaten ini merupakan kabupaten baru 
yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dan termasuk salah satu dari beberapa 
kabupaten yang masuk sebagai kategori daerah tertinggal. Kabupaten ini berada di 
daerah ujung Provinsi Sulawesi Barat dan merupakan daerah pegunungan dengan 
akses yang cukup terbatas dengan jalan dan transportasi yang masih sangat sulit. Hal 
ini menyebabkan keterbatasan akses penetahuan dan pelaksanaan program-program 
yang dilakukan oleh pemerintah.  
Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Mamasa mengalami masalah-
masalah umum dalam pelaksanaanya seperti adanya oknum yang melakukan 
pungutan liar mengatas-namakan Dinas terkait  dan melakukan pemotongan  dana 
seperti yang ditulis dalam http://seputarsulawesi.com/berita-dana-pkh-di-mamasa-
diduga-disunat.html  tertanggal 11 Desember 2015.  
Kecamatan Sesenapadang adalah salah satu kecamatan yang terdapat di 
Kabupaten Mamasa. Di kecamatan ini, berdasarkan observasi awal yang dilakukan 
oleh peneliti pada tanggal 29 September 2016, ditemukan beberapa warga yang 
tergolong Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan penghasilan sangat rendah 
tidak mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).  
Dengan menerima program keluarga harapan (PKH) diharapkan mendorong 
perubahan perilaku penerima PKH menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas 
kesehatan, tetapi selama ini dari pihak pembuat kebijakan tidak mengharuskan 
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penerima PKH agar menggunakan uang bantuan PKH untuk akses pendidikan 
maupun kesehatan. Hal ini belum sejalan dengan tujuan awal pemberian bantuan 
PKH. Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai ketepatan sasaran bantuan PKH, 
yang berarti apakah bantuan yang diterima Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) 
digunakan untuk hal yang menunjang tujuan PKH. 
Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di 
Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa”. 
 
II.2 Rumusan Masalah 
       Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini, yaitu sebagai berikut.    
1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan 
Sesenapadang? 
2. Faktor faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan di 
Kecamatan Sesenapadang? 
 
II.3 Tujuan Penelitian 
    Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  sesuai  dengan rumusan  masalah 
yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu : 
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Program 
Keluarga Harapan di Kecamatan Sesenapadang. 
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2. Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi implementasi Program 
Keluarga Harapan di Kecamatan Sesenapadang? 
 
II.4 Manfaat Penelitian 
        Hasil penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya untuk: 
1. Secara Akademis,  
penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam 
pembahasan- pembahasan mengenai kebijakan publik, serta dapat digunakan 
sebagai bahan referensi bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik dengan penelitian 
ini. 
2. Secara Praktis, 
 penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi pelaksanaan 
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten 
















II.1. Konsep Kebijakan Publik  
II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik 
Pengertian Kebijakan menurut W.I Jenkins yang  dikutip  oleh Solichin Abdul 
Wahab  bukunya  Analisis Kebijakan Publik (2012:15) sebagai berikut : kebijakan 
publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh aktor 
politik atau kelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-
cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada 
prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor 
tersebut. 
Sedangkan menurut James Anderson yang dikutip oleh Leo Agustino dalam 
bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2016:17)  memberikan pengertian atas 
definisi kebijakan publik sebagai berikut : Serangkaian  kegiatan  yang  mempunyai  
maksud/tujuan tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang aktor atau  







II.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik 
Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik 
(2012:20), ciri-ciri kebijakan publik yaitu : 
1. Kebijakan Publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan 
mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku 
atau tindakan menyimpang yang serba acak ( at randown ), asal –asalan, dan 
serba kebetulan. 
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan – tindakan yang saling 
berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh 
pejabat – pejabat pemerintah, dan bukan keputusan – keputusan yang berdiri 
sendiri. 
3. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang – 
bidang tertentu. 
4. Kebijakan Publik munkin berbentuk positif, munkin pula negatif. Dalam bentuk 
yang positif, kebijakan publik munkin mencakup beberapa bentuk tindakan 
pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atas 
masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan 
meliputi keputusan – keputusan pejabat – pejabat pemerintah untuk tidak 
bertindak, atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam masalah – masalah 
di mana campur tangan pemerintah itu sebernarnya justru amat diperlukan. 
Sedangkan menurut Anderson yang dikutip oleh Said Zainal Abidin dalam 
bukunya Kebijakan Publik (2012:22)  memberikan pengertian atas definisi kebijakan 
publik sebagai berikut :  
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1. Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijkan 
tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatam 
membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. 
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. namun, 
ia berkaitan dengan kebijakan dalam masyarakat, berorientasi pada 
implementasi, interprestasi, dan penegakan hukum. 
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih 
ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah. 
4. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa 
pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan. 
5. Kebijaksanaan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan 
untuk memaksa masyarkat mengikutinya. 
 
II.1.3 Proses Kebijakan Publik 
Proses Analisis Kebijakan Publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang 
dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak 
dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian 
kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi 
kebijakan monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat 
intelektual. 
Berikut adalah proses kebijakan publik yang dikemukakan William N. Dunn 




Tabel I.1 Proses Kebijakan Publik 
Fase Karakteristik Ilustrasi 
Penyusunan Agenda  Para pejabat yang dipilih dan 
diangkat menempatkan 
masalah pada agenda publik. 
Banyak masalah tidak 
disentuh sama sekali, 
sementara lainnya ditunda 
untuk waktu lama.  
Legislator negara dan 
kosposornya menyiapkan 
rancangan undang- 
undang mengirimkan ke Komisi 
Kesehatan dan Kesejahteraan 
untuk dipelajari dan disetujui. 
Atau rancangan berhenti di 
komite dan tidak terpilih. 
Formulasi  
Kebijakan  
Para pejabat merumuskan 
alternatif kebijakan untuk 
mengatasi masalah. Alternatif 
kebijakan melihat perlunya 
membuat perintah eksekutif, 
keputusan peradilan dan 
tindakan legislatif. 
Peradilan Negara Bagian 
mempertimbangkan 
pelarangan penggunaan tes 
kemampuan standar seperti 
SAT dengan alasan bahwa 
tes tersebut cenderung bias 
terhadap perempuan dan 
minoritas.  
Adopsi Kebijakan  Alternatif kebijakan yang 
diadopsi dengan dukungan 
dari mayoritas legislatif, 
konsensus di antara direktur 
lembaga atau keputusan 
peradilan.   
Dalam keputusan Mahkamah 
agung pada kasus Roe.v. Wade 
tercapai keputusan mayoritas 
bahwa wanita mempunyai hak 
untuk mengakhiri kehamilan 
melalui aborsi.  
Implementasi 
Kebijakan  
Kebijakan yang telah 
diambil dilaksanakan oleh 
unit-unit administrasi yang 
memobilisasikan 
Bagian Keuangan Kota 
mengangkat pegawai untuk 
mendukung peraturan baru 
tentang penarikan pajak 
kepada rumah sakita yang 
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sumberdaya finansial dan 
manusia.  
tidak lagi memiliki status 
pengecualian pajak.  
Penilaian  
Kebijakan  




eksekutif, legislatif dan 
peradilan undang-undang 
dalam pembuatan kebijakan 
dan pencapaian tujuan.  
Kantor akuntansi public 
memantau program – program 
kesejahteraan sosial seperti 
bantuan untuk keluarga dengan 
anak tanggungan (AFDC) untuk 
menentukan luasnya 
penyimpangan/korupsi.  
Sumber : William N Dunn (2013:24) 
 
II.2 Konsep Implementasi Kebijakan 
II.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan 
      Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2016:126) mendefinisikan 
implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-
keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk 
mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun 
waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai 
perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang 
dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuant-ujuan yang 




        Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul  
Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), 
mengatakan bahwa:  
Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi 
kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 
disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-
usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak 
nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.  
      Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi 
kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan 
atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan 
suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya 
akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-
sasaran kebijakan itu sendiri.  
II.2.2 Implikasi Dan Tahap-Tahap Implementasi 
 Menurut Luankali yang dikutip Rahayu Kusuma Dewi dalam bukunya studi 
analisis kebijakan (2016: 159), implikasi implementasi kebijakan secara ringkas 
mencakup hal-hal sebagai berikut. 
1. Pelaksanaan keputusan dasar, (undang-undang, peraturan pemerintah, atau 
keputusan eksekutif yang penting), atau keputusan pengadilan. 
2. Keputusan mengidentifikasi masalah, tujuan, sasaran yang jelas akan dicapai, 
berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. 
3. Implementasi berlangsung dalam proses dengan tahapan tertentu 
(pengesahan undang-undang menjadi output, keputusan atau aksi). 
14 
 
4. Pelaksanaan keputusan. 
5. Kesediaan melaksanakan dari kelompok-kelompok sasaran. 
6. Ada dampak yang dipersepsikan oleh badan-badan decision making 
(pengambilan keuptusan). 
7. Perbaikan-perbaikan penting yang dilakukan oleh perumus kebijakan. 
8. Rekomendasi untuk revisi astau melanjutkan kebijakan tersebut atau 
mengubah dalam bentuk suatu kebijakan baru (a new policy). 
Tahap implementasi menurut Bernadus Luankali, dikutip dalam  Rahayu Kusuma 
Dewi (2016: 159-160), digambarkan pada tabel berikut. 







1. Implementasi strategi 
(praimplementasi) 
1) Menyesuaikan struktur dengan strategi 
2) Melembagakan strategi 
3) Mengoperasikan strategi 




1) Desain organisasi dan struktur organisasi 
2) Integrasi dan koordinasi 
3) Perekrutan dan penempatan sumber 
daya manusia 
4) Hak, wewenang dan kewajiban 
5) Pendelegasian (sentralisasi atau 
desentralisasi) 
6) Pengembangan kapasitas organisasi dan 
kapasitas sumber daya manusia 
7) Budaya organiasi 
3. Penggerakan dan 
kepemimpinan 










4. Pengendalian 1) Desain pengendalian  
2) Sistem informasi dan manajemen dan 
monitoring 
3) Pengendalian anggaran/ keuangan 
4) Audit 
Sumber : Rahayu Kusuma Dewi (2016:159) 
II.2.3 Faktor Penentu Implementasi Kebijakan 
 Faktor penentu implementasi kebijakan menurut Leo Agustino dalam bukunya 
dasar-dasar kebijakan publik (2016: 155-162), yaitu sebagai berikut. 
1. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah. 
Dalam hal ini, faktor penentu keefektifan pelaksanaan kebijakan didasarkan atas 
penghormatan dan penghargaan publik pada pemerintah yang legitimat. Apabila 
publik menghormati pemerintah yang berkuasa oleh Karena legitimasinya, maka 
secara otomatis mereka akan turut memenuhi ajakan pemerintah melalui pelbagai 
bentuk kebijakan. 
2. Kesadaran untuk menerima kebijakan. 
Bermain dalam ranah kesadaran public merupakan hal yang sulit sebab 
pemerintah perlu merubah mindset warga. 
3. Ada tidaknya sanksi hukum 
Faktor penentu lainnya agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif adalah 
sanksi hukum. Orang akan melaksanakan dan menjalankan suatu kebijakan (kendati 
dengan perasaan terpaksa) karena mereka takut terkena sanksi hukum yang 
dijabarkan oleh konten suatu kebijakan seperti denda, kurungan, dan sanksi lainnya. 
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4. Kepentingan pribadi atau kelompok 
Subjek kebijakan (individu atau kelompok) sering memperoleh keuntungan 
langsung dari suatu kebijakan. Maka tidak heran apabila efektifitas suatu 
implementasi kebijakan ikut dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan subjek 
kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan. 
5. Bertentangan dengan nilai yang ada 
Implementasi kebijakan pun berjalan tidak efektif apabila bertentangan dengan 
sistem nilai yang ada pada suatu daerah. 
6. Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi. 
Kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang atau sekelompok orang pada 
kebijakan dapat disebabkan oleh bergabung atau tidak bergabungnya subjek 
kebijakan dalam suatu organisasi tertentu atau tidak. 
7. Wujudnya kepatuhan selektif 
Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua subjek kebijakan patuh atas aturan atau 
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena sebagian besar 
masyarakat yang patuh pada suatu kebijakan tertentu, tetapi tidak pada kebijakn lain. 
8. Waktu 
Efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi juga oleh faktor 
waktu. Seiring berjalannya waktu, kebijakan yang pada awalnya ditolak dan dianggap 





Hal berikutnya yang dapat digunakan untuk menilai efektif tidaknya suatu 
implementasi kebijakan adalah dilaksanakan atau tidaknya sosialisasi. Sosialisasi 
merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan perbagai hal yang akan dilakukan 
dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang diformulasikannya. Tanpa 
sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai. 
10. Koordinasi antar-lembaga atau antar-organisasi 
Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan atau 
stakeholder. Oleh karena itu, koordinasi merupakan hal penting dalam menilai 
keefektifan suatu implementasi kebijakan. 
II.2.4  Model implementasi kebijakan George C. Edward III 
 Model implementasi kebijakan George C. Edward III (dalam Leo Agustino, 
2016: 136-141) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap 
keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor yang 
dimaksud antara lain meliputi : 
 1. Variabel Komunikasi (communication).  
Komunikasi kebijakan berarti merupakam proses penyampaian informasi 
kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy 
implementor). Menurut Edward III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan 
pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif 
terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka 
kerjakan.  
Komunikasi kebijakan memiliki tiga dimensi, pertama transformasi 
(transmission), yang meghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan 
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kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan 
kebijakan. Kedua adalah dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan 
yang ditransmisikan kepada pelaksana, target group, dan pihak lain yang 
berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima 
dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, 
tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut dapat tercapai 
secara efektif dan efisien. Ketiga adalah dimensi konsistensi (consistency) 
menghendaki agar dalam pelaksanaan kebijakan haruslah konsisten dan jelas (untuk 
diterapkan dan dijalankan), karena jika perintah yang diberikan berubah-ubah, maka 
dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana lapangan. 
 2. Variabel Sumber daya (Resources)  
Edward III (dalam Leo Agustino, 2016: 138-139) mengemukakan bahwa faktor 
sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. 
Dalam implementasi kebijakan, sumber daya terdiri dari empat variabel, yaitu: 
 a. Sumber daya Manusia, merupakan salah satu variabel yang 
mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksana kebijakan. Edward III 
menegaskan bahwa “Probably the most essential resources in implementing policy is 
staff”. Sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Oleh 
karena itu, sumberdaya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah 
staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang 
ditanganinya.  
b. Sumber daya Anggaran, yang dimaksud adalah dana (anggaran) yang 
diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksana kebijakan. Sumberdaya 
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keuangan (anggaran) akan mempengaruhi kebehasilan pelaksanaan kebijakan. 
Disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran 
menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan akan terjadi goal 
displacement yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan terhadap pencapaian tujuan. 
Maka dari itu, perlu ditetapkan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas. 
c. Sumber daya Peralatan (facility), merupakan sarana yang digunakan untuk 
operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan 
saranayang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam 
implementasi kebijakan. 
d. Sumberdaya Informasi dan Kewenangan, yang dimaksud adalah informasi 
yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara 
mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan yang dimkasud adalah 
kewenangan yang digunakan untuk membuatkeputusan sendiri dalam 
bingkaimelaksanakan kebijakan yang menjadi kewenanganya.  
3. Variabel Disposisi (Dispotition) 
 Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan 
kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. 
Sikap yang bisa mempengaruhi berupa sikap menerima, acuh tak acuh, atau 
menolak. Hal ini dipengaruhi oleh pengetauan dari seorang implementor akan 
kebijakan tersebut mampu menguntungkan organisasi atau dirinya sendiri. Pada 
akhirnya, intensitas disposisi implementor dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. 
Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya 
implementasi kebijakan.  
20 
 
4. Variabel Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) 
 Menurut Edward III (dalam Leo Agustino, 2016: 141), kebijakan yang begitu 
kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak 
kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-
sumber daya tidak efektif dan tidak termotivasi ssehingga menghambat jalannya 
kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung 
kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi 
dengan baik. 
Dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur 
birokrasi kinerja struktur birokrasi  atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah : 
a. Membuat standar operating procedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah 
suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai 
(atau plelaksan kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk 
melakasanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar 
yang telah ditetapkan. 
b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab pelbagai 
aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka 
implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang 





II.3. Konsep kemiskinan 
Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir di tengah-
tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Dalam konteks 
masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang 
senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus.  
 Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan 
dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos 2002: 3). Kemiskinan merupakan 
sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum.  
Menurut Smeru (dalam Sjafari, 2014: 16), secara luas kemiskinan meliputi 
kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan 
kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
 Menurut Agus Sjafari dalam bukunya Kemiskinan Dan Pemberdayaan 
Kelompok (2014: 12), paradigma penanggulangan kemiskinan pada saat ini adalah 
bahwa kebijakan atau program anti kemiskinan akan dapat berhasil apabila kaum 
miskin menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan. Untuk membantu 
kaum miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dibutuhkan kepedulian, komitmen, 
kebijaksanaan, organisasi, dan program yang tepat. Diperlukan pula sikap yang tidak 
memperlakukan orang miskin sebagai obyek, tetapi subyek. 
 Kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks (Suharto dkk, 2004). 




a. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan 
pemenang dan pengalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. 
Di negara-negara berkembang seringkali orang yang miskin semakin 
terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat 
globalisasi. 
b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan akibat 
rendahnya pembangunan, peminggiran pedesaan dalam proses 
pembangunan, dan akibat kecepatan pertumbuhan perkotaan. 
c. Kemiskinan sosial. Kemiskinan ini dialami oleh perempuan, anak-anak, dan 
kelompok minoritas. 
d. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian 
lain atau faktor-faktor eksternal diluar di miskin, seperti konflik, bencana alam, 
kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. 
Menurut Smeru (Sjafari, 2014:17-18), kemiskinan memiliki berbagai dimensi: 
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang 
dan papan) 
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, 
pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi). 
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk 
pendidikan dan keluarga) 
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal. 




6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat. 
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang 
berkesinambungan. 
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. 
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita 
korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan 
terpencil. 
 
II.4. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH) 
II.4.1 Pengertian PKH 
 Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH adalah 
program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu 
dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. 
Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada 
Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan 
melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam 
ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau 
program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di 
fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas 
kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).  





II.4.2 Tujuan PKH 
Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus 
rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah 
perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling 
miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target 
Millennium Development Goals (MDGs).Selain hal tersebut, masih terdapat beberapa 
tujuan lain dari PKH ini baik secara khusus maupun secara umum.   
Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:   
1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;   
2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;  
3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak  di bawah 
6 tahun dari RTSM;  
4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, 
khususnya bagi RTSM. RTSM yang menjadi sasaran PKH adalah sekelompok 
orang yang tinggal satu atap, baik yang terikat oleh pertalian darah (keluarga 
batih) maupun tidak (keluarga luas) yang memiliki pendapatan per kapita per 
bulan di bawah garis fakir miskin.  (Pedoman Umum PKH 2013: 5).  
II.4.3 Sasaran Penerima Bantuan PKH 
Penerima bantuan PKH adalah RTSM sesuai dengan kriteria BPS dan 
memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki Ibu hamil/nifas, anak 
balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan 
SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.   
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Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima 
bantuannya adalah  ibu atau wanita dewasa  yang mengurus anak pada rumah tangga 
yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Dalam kartu 
peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan 
kepala rumah tangga. Hal ini dikarenakan apabila dana bantuan program PKH ini 
diterima oleh kepala keluarga, maka bantuan tersebut dikhawatirkan tidak akan 
digunakan untuk kebutuhan anak akan tetapi bantuan tersebut dapat disalah gunakan 
untuk kererluan yang lain seperti contoh dibelikan rokok atau pun hal lainnya.  
(Pedoman Umum PKH 2013: 13).  
II.4.4 Ketentuan Penerima PKH 
 Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang 
terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Bantuan tunai hanya akan 
diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti 
ketentuan yang diatur dalam program. Agar penggunaan bantuan dapat lebih efketif 
diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, bantuan harus 
diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang 
bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi atau kakak perempuan).  
Kewajiban penerima PKH adalah sebagai berikut: 
1) Berkaitan dengan kesehatan RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH 
diwajibkan melakukan persyaratan berkaitan dengan kesehatan jika terdapat anggota 
keluarga terdiri dari anak 0-6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Apabila terdapat anak 
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usia 6 tahun yang telah masuk sekolah dasar, maka RTSM tersebut mengikuti 
persyaratan berkaitan dengan pendidikan.  
2) RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan 
persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika terdapat anak yang berusia 6-15 tahun. 
Peserta PKH ini diwajibkan untuk mendaftarkan anaknya ke SD/MI atau SMP/MTS 
(termasuk SMP/MTS terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen 
dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. 
(Pedoman Umum PKH 2013- 7).   
II.4.5 Landasan Program Keluarga Harapan  
Pada awalnya PKH dibawah menkokesra, namun mulai tahun 2010 berada 
dibawah sekertaris wakil Presiden (Sekwapres). PKH didasarkan pada Peraturan 
Presiden (perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulanggan 
kemiskinan, dan Intruksi Presiden (Impres) No. 3 Tahun 2010 tentang Program 
Pembangunan yang Berkeadilan.  
Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Thun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan memuat strategi dan program percepatan 
penanggulangan kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan 
dilakukan dengan: (1) menguranggi pengeluaran masyarakat miskin, (2) 
meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) 
menggembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha makro dan kecil, (4) 
mensinergikan kebijakan dan program penaggulangan kemiskinan.  
Sedangkan program kemiskinan terdiri dari kelompok program bantuan sosial terpadu 
berbasis keluarga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 
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pemberdayaaan masyarakat, kelompok penaggulanggan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan program-program lain yang 
secara langsung atau tidak langsung dapat meninggkatkan kegiatan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat miskin.  
  Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2010 tentang program pembanggunan 
yang berkeadilan, memuat pelaksanaan program-program pembangunan yang 
berkeadilan, meliputi program pro rakyat, keadilan untuk semua (justice for all), dan 
pencapaian tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals- MDGs). 
(Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial 2009: 17)  
Landasan Hukum pemberian PKH adalah:  
• Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
• Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.  
• Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta 
Program Keluarga Harapan (PKH).  
 Dasar Pelaksanaan PKH : 
• Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 
tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007  
• Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim 




• Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan 
(PKH) Provinsi/TKPKD".  
• Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga 
Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD".  
Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan. 
II.4.6 Besaran bantuan 
             Besaran bantuan  untuk  setiap  RTSM  peserta  PKH  tidak  
disamaratakan, tidak seperti BLT. Akan tepai mengikuti skenario bantuan yang 
disajikan pada tabel berikut.  
   Tabel I.3 : Skenario Bantuan PKH 
                      
  Sumber: Buku Pedoman umum PKH 2013 
 
Dengan adanya perbedaan komposisi anggota keluarga RTSM, maka besar 
bantuan yang diterima setiap RTSM akan bervariasi. Contoh variasi besar bantuan, 
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baik per tahun maupun per triwulan, berdasarkan komposisi anggota keluarga. 
Apabila besar bantuan yang diterima RTSM melebihi batas maksimum yang 
ditetapkan sebagaimana digambarkan pada contoh 7 tabel 5, maka untuk dapat 
menjadi peserta PKH seluruh anggota RTSM yang memenuhi persyaratan harus 
mengikuti ketentuan PKH.  
Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam  tiga bulan, maka besaran 
bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:  
1) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan 
akan berkurang sebesar Rp 50,000,-  
2) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan 
akan berkurang sebesar Rp 100,000,-  
3) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka bantuan 
akan berkurang sebesar Rp 150,000,-  
4) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut, 
maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.  
(Pedoman Umum PKH 2013: 9).  
II.5. Kerangka Konsep 
Kemiskinan adalah fenomena sosial struktural yang berdampak krusial 
terhadap keberhasilan pembangunan (indeks pembanguan manusia) dan  memiliki 
dampak yang sangat nyata dimasyarakat,  seperti rumah tangga sangat miskin baik 
dari kemampuan ekonomi,  pemenuhan kebutuhan pendidikan sampai pada 
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pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi,  yang mengakibatkan rendahnya sumberdaya 
manusia. 
Tanggungjawab kemiskinan bukan hanya menjadi tanggungjawab satu 
kementerian, sektor atau bidang tertentu sehingga pemerintah membuat kebijakan 
dan program yang proporsional. Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, 
pemerintah mempunyai banyak program yang bermuara kepada masyarakat miskin 
dengan membuka akses atau peningkatan jangkauan masyarakat tidak 
mampu/miskin terhadap pelayanan publik kesehatan dan pendidikan, atau yang lebih 
dikenal dengan Program Keluarga Harapan yang ditujukan untuk keluarga miskin 
yang berfokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya bidang 
pendidikan dan kesehatan.   
             Misi Program Keluarga Harapan mengupayakan perubahan perilaku dan pola 
pikir keluarga peserta terhadap kesehatan anak dan ibu hamil serta tingkat pendidikan 
anak-anak rumah tangga sangat miskin.  Kebijakan dan misi yang baik ada kalanya 
tidak sesuai dengan cita-cita atau harapan yang akan dicapai kadang justru 
memiskinkan masyarakat secara struktural, hal demikian dapat terjadi pada kebijakan 
pemerintah yang tidak tepat sasaran, seperti yang dapat terungkap bahwa ada 
kecenderungan masyarakat miskin yang mendapat bantuan tunai untuk pendidikan 
anak justru dipergunakan untuk konsumsi kebutuhan hidup sehari-hari, hal ini 
dikarenakan Program penanggulangan kemiskinan perlu penanganan yang 
komprehenshif terpadu, sinergi dan berkelanjutan. 
 Secara garis besar Implementasi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan 
menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Upaya untuk 
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memahami adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan fakta yang telah 
terjadi dam menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya suatu pelaksanaan. Begitu 
pula dengan implementasi program implementasi Program Keluarga Harapan 
(PKH) di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa. Dalam penelitian ini, 
peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu 
program sehingga peneltian menggunakan teori Edward III, yaitu variabel komunikasi, 
sumberdaya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi. 






















Gambar II.2 : Bagan Kerangka Pikir 






































III.1 Pendekatan penelitian 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 
kualitatif bertujuan menggambarkan realita empirik dengan yang ada dalam suatu 
fenomena secara rinci dan mendalam. Adapun penelitian kualitatif dalam penyajian 
data berupa wawancara, dokumen resmi maupun pribadi, catatatan lapangan, dan 
bukan berupa angka-angka. dan selanjutnya digunakan teknik deskriptif untuk 
mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana Implementasi Program 
Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa.  
III.2 Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten 
Mamasa, Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan lebih 
mudah untuk jangkauan informasi dan pengumpulan data, serta dianggap perlu untuk 
melakukan penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di 
daerah ini. 
III.3 Jenis/Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif. Penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menguraikan pemecahan masalah 




III.4 Unit Analisis 
 Sehubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, 
maka yang menjadi unit analisis adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Unit 
analisis ini didasarkan pada pertimbangan bagaimana implementasi PKH sebagai 
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial untuk 
memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) agar dapat 
meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan khususnya di Kecamatan 
Sesenapadang. 
III.5 Informan 
Informan adalah orang-orang yang paham atau pelaku yang terlibat langsung 
dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan 
dalam memberikan informasi mengenai implementasi Program Keluarga Harapan di 
Kecamatan Sesenapadang. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. dari pihak Pemerintah Kecamatan Sesenapadang 
2. Kades di Kecamatan Sesenapadang 
3. Koordinator PKH Kabupaten 
4. pendamping PKH 
5. masyarakat yang menjadi sasaran PKH 
III.6 Jenis Data 
 Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan cara. Menurut 
Lofland dan Lofland (1984: 47) sebagaimana yang dikutip Lexi J. Moeleong bahwa 
sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya 
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adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, 
maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data sekunder. 
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari 
narasumber atau informasi yang dianggap berpotensi dalam memberikan 
informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. 
2. Data sekunder adalah sebagian data pendukung data primer dari literature dan 
dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau instansi dengan 
permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan 
bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian 
III.7 Teknik Pengumpulan Data 
Guna memperoleh data dan informasi serta keterangan-keterangan bagi 
kepentingan penulis, selanjutnya maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 
1. Wawancara Sistematis 
Wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan informasi yang telah 
ditetapkan sesuai dengan kapasitas, pengalaman, dan pengetahuan masing-
masing. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh 
melalui obsevasi. 
2. Telaah Dokumen 
Telaah dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi 
maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian yang 
penulis lakukan. Telaah dokumen dilakukan dengan jalan melakukan 
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penelusuran terhadap beberapa dokumen yang berkaitan dengan obyek 
penelitian guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam 
menganalisis permasalahan, yaitu yang berhubungan dengan teori-teori, 
undang-undang dan dokumen yang relevan. 
3. Observasi 
Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 
penelitian, data peneltian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa 
data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui panca indra. 
III.8 Teknik Analisis Data 
 Dalam penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan di 
Kecamatan Sesenapadang, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. 
Menurut Bogdan dan Biken (1982), analisis data kualitatif adalah upaya yang 
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan 
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  
Di dalam melakukan analisis data penelitian mengacu kepada beberapa 
tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan 
antara lain: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan yang kompatibel 
terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang 
penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan. 
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2. Reduksi data (data   reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di 
lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk 
memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah 
yang menjadi pusat penelitian di lapangan. 
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk 
naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman 
penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun 
uraian penjelasan.  
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion 
drawing/verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang 
mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara 
cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan 











GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Mamasa 
IV.1.1 Keadaan geografis 
 Kabupaten Mamasa merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi 
Sulawesi Barat yang secara administrasi dibentuk berdasarkan Undang- Undang 
No.11 tahun 2002 dan terbagi atas 15 kecamatan dengan 167 desa, dan 11 
kelurahan. Pada Tahun 2015 terdapat 17 kecamatan, dimana kecamatan Mambi dan 
Aralle yang memiliki desa dan kelurahan terbanyak yaitu 22 desa/kelurahan. 
Kabupaten Mamasa termasuk daerah dengan curah hujan dan kelembaban yang 
tinggi dan beriklim dingin, yang secara topografi merupakan daerah pegunungan.  
Iklim di wilayah Kabupaten Mamasa sangat dipengaruhi oleh iklim tropika 
basah yang bercirikan hujan cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang 
tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas. Iklim di kabupaten 
Mamasa dipengaruhi oleh letak geografisnya yaitu dataran tinggi di daerah 
pegunungan dan dikelilingi oleh bentangan sungai-sungai dengan suhu udara rata-
rata 24˚c, dimana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 
5˚c - 7˚c. Jumlah hujan rata-rata 140-180 hari/tahun. Keadaan ini menyebabkan 
struktur tanah menjadi labil sehingga menimbulkan bencana longsor dan tak jarang 
menimbulkan banjir.  
Kabupaten Mamasa memiliki luas wilayah 3005,88 km2, dimana Kecamatan 
Tabulahan merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 513.95 km2 atau 
sekitar 17,07% dari seluruh wilayah Kabupaten Mamasa. Sementara luas wilayah 
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terkecil adalah Rantebulahan Timur dengan luas wilayah 31,87 km2 atau sekitar 1,03 
% dari seluruh wilayah Kabupaten Mamasa. Kabupaten Mamasa memiliki jumlah 
penduduk 147.660 jiwa. Sedangkan Kecamatan Mamasa dengan jumlah penduduk 
terbesar yaitu sekitar 23.593 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang terkecil adalah 
Kecamatan Mehalaan dengan jumlah penduduk sebesar 4.086 jiwa.  
Secara administratif Kabupaten Mamasa memiliki batas-batas wilayah yaitu : 
Sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju, sebelah Timur 
berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan sebelah Selatan berbatasan 
denagan Kabupaten Polewali Mandar. Jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi Barat 
(Mamuju) melalui Polewali Mandar dan Majene = 286 Km, sedangkan melalui Mambi-
Aralle-Salubatu = 148 Km. Jarak dari Makassar = 340 Km. Letak Astronomi 
Kabupaten Mamasa berada pada 2º39’216” LU dan 3º19’288” LS serta 119º0’216” BB 
dan 119º38’144” BT. 
Diantara 17 kecamatan di Kabupaten Mamasa, kecamatan yang letaknya 
terjauh dari ibukota kabupaten (Kabupaten Mamasa) adalah kecamatan Pana yaitu 
sejauh 95 km, sementara kecamatan yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah 
kecamatan Tawalian yang berjarak 3 km.  
Persentase luas wilayah kecamatan terhadap luas wilayah kabupaten Mamasa 






Gambar IV.1 : Persentase Luas Wilayah Kecamatan terhadap 
Luas Kabupaten 
 
IV.1.2 Kondisi Demografis 
1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk 
Pertumbuhan alami dipengaruhi oleh faktor natural increase yaitu jumlah 
kelahiran dan kematian serta net increase termasuk migrasi masuk dan keluar. 
Tingginya angka kelahiran dan migrasi masuk dibandingkan dengan kematian serta 
penduduk setiap tahunnya. Jumlah penduduk Kabupaten Mamasa dari tahun 2010 – 
2015 mengalami peningkatan. Keadaan ini nampak dari data statistik jumlah 
penduduk pada tahun 2010 berjumlah 139.962 jiwa. Tahun 2011 berjumlah 140.082 
jiwa, pada tahun 2012 berjumlah 142.416 jiwa, pada tahun 2013 berjumlah 146.292 
jiwa, pada tahun 2014 berjumlah 147.660 dan jumlah penduduk Kabupaten Mamasa 
pada tahun 2015, berjumlah 149.809 jiwa, meningkat sekitar 2149 jiwa dari tahun 
  
% 8   
% 5   
% 6   
4 %   
% 10   
% 8   
% 2   
4 %   % 5   
2 %   
5 %   
5 %   
% 1   
% 5   
6 %   
% 7   
% 18   
Sumarorong   
Messawa   
Pana   
Nosu   
Tabang   
Mamasa   
Tandukkalua   
Balla   
Sesenapadang   
Tawalian   
Mambi   
Bambang   
Rantebulahan Timur   
Mehalaan   
Aralle   
Buntu Malangka   
Tabulahan   
41 
 
sebelumnya dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,46 %. 
Kecamatan Mamasa merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 
sekitar 24.184 jiwa (16,14%). Sedangkan yang terkecil adalah kecamatan Mehalaan 
sebesar 4.166 jiwa (2,78%). 
Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Mamasa pada tahun 2015 sebanyak 
75.907 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 73.902 jiwa. Data ini 
menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki ternyata 1,29 %lebih banyak daripada 
jumlah penduduk perempuan, dengan perbandingan jenis kelamin (sex ratio) 102 
yang berarti bahwa diantara 100 orang perempuan terdapat 102 laki-laki.  
Adapun jumlah penduduk dirinci menurut kecematan dari tahun 2010 – 2015 
Dapat Dilihat Pada Tabel 2 
Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Mamasa 
Tahun 2010 - 2015  













1  Mamasa  22.490  22.541  22.917  23.766  23.593  24.184  
2  Tandukkalua  9.975  9.984  10.150  10.544  10.636  7.224  
3  Sumarorong  9.580  9.580  9.739  9.963  10.038  8.090  
4  Mambi  13.084  9.295  9.451  9.666  9.739  6.448  
5  Aralle  6.577  6.584  6.692  6.843  6.897  10.895  
6  Nosu  4.287  4.276  4.350  4.472  4.507  10.234  
7  Tabang  5.877  5.890  5.988  6.140  9.191  7.378  
8  Sespa  7.703  7.709  7.839  7.996  8.065  4.535  
9  Pana  8.556  8.552  8.694  8.869  8.937  8.956  
10  Tabulahan  9.804  9.812  9.975  10.175  10.254  6.214  
11  Balla  6.017  6.017  6.117  6.337  6.391  6.147  
12  Bambang  10.239  10.312  10.481  10.747  10.824  10.927  
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13  Messawa  7.090  7.090  7.208  7.296  7.354  6.930  
14  Rantim  5.682  5.682  5.776  5.961  6.007  10.419  
15  Tawalian  6.210  6.210  6.314  6.469  7.091  9.875  
16  Bumal    6.691  6.803  6.992  7.050  7.187  
17  Mehalaan    3.857  3.922  4.056  4.086  4.166  
J U M L A H    139.962  140.082  142.416  147.660  149.809  
     Sumber: BPS Kab.Mamasa Tahun 2015.  
  
Gambar IV.2 : Jumlah Penduduk Di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 
- 2015  
 
  Sumber: BPS Kabupaten Mamasa  
 
2. Persebaran Penduduk  
 Penduduk Kabupaten Mamasa pada tahun 2015 tercatat 149.809  jiwa ,yang 
terdiri dari laki-laki sebanyak 75.907 jiwa dan perempuan sebanyak 73.902 jiwa 
tersebar di 17 kecamatan, di mana Kecamatan Mamasa merupakan kecamatan 
dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sekitar 24.184 jiwa (16,14%) sedangkan 









persebaran tersebut tidak merata hal ini disebabkan karena luas wilayah tiap 
kecamatan tidak sama disamping itu adanya kebijakan pemerintah tentang penetapan 
lokasi pembangunan pemukiman penduduk.   
Gambar IV.3 : Persebaran Penduduk Kabupaten Mamasa Tahun 2015 
 
Seperti hal persebaran penduduk, kepadatan penduduk tahun 2015 per 
kecamatan juga tidak merata. Dengan jumlah penduduk 149.809 jiwa dan luas 
wilayah 3005,88 km, didapatkan angka kepadatan penduduk Kabupaten Mamasa 
sebesar 50,00 jiwa per  jiwa/km², atau terdapat sekitar 50.00 jiwa per 1 km², hal ini 
mengalami sedikit peningkatan dibanding dengan tahun 2014 yakni 49,12 jiwa/km². 
Kepadatan penduduk berbeda ditiap wilayah kecamatan, angka tertinggi pada 
kecamatan Rantebulahan Timur sebesar 192,88 jiwa/km, dan angka terendah 
kepadatannya pada kecamatan Tabulahan yaitu 20.27 jiwa/km.   














3.   Kepadatan Penduduk   
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Gambar IV.4 : Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di 
Kabupaten Mamasa Tahun 2015.  
 
 
Sumber: BPS Kabupaten Mamasa  
IV.1.3 Kemiskinan. 
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan 
formula (100 - angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk 
yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung 
berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per 
kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan 
konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.  
Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:   
1) Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;   
2) Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;   
3) Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi 






























Beberapa pengertian terkait dengan kemiskinan antara lain:   
1) Kemiskinan relatif, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai 
standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses 
penentuannya sangat subjektif.   
2) Kemiskinan absolut, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi 
kebutuhan pokok minimum. Untuk melihat penduduk miskin dunia, biasanya Bank 
Dunia menggunakan garis kemiskinan US $ 1 atau US $ 2 per hari.   
3) Kemiskinan Struktural (contoh; kemiskinan karena lokasi yg terisolasi, misal orang 
mentawai, orang tengger dsb). Adalagi kemiskinan kultural (karena faktor adat) 
seperti suku badui di cibeo (Banten), suku kubu (Jambi), dayak dan sebagainya.   
 
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan 
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, 
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi 
kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 
Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase 
penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. 
Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang 
terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis 
kemiskinan bukan-makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan 
secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah 




Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data 
SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Sebagai informasi tambahan, juga 
digunakan hasil survei SPKKD (survei paket komoditi kebutuhan dasar), yang dipakai 
untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok 
bukan makanan. Jumlah rumah tangga sasaran di Kabupaten Mamasa pada tahun  
2015,berdasarkan data hasil Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS 2015) 
adalah sebanyak 23.980 rumah tangga.Jika dibandingkan dengan data rumah tangga 
hasil estimasi BPS, yaitu sebanyak 33.451 rumah tangga, maka di Kabupaten 
Mamasa pada tahun 2015 terdapat 71,69% rumah tangga sasaran. Untuk lebih 
jelasnya Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Sasaran menurut Kecamatan di 
Kabupaten Mamasa Tahun 2015 disajikan pada tabel sebagai berikut :  
Tabel IV.2 :  
Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Sasaran menurut Kecamatan di 
Kabupaten Mamasa Tahun 2015 
Kecamatan 
Rumah Tangga Sasaran 
Jumlah Persentase 
Sumarorong 1.442 6,01 
Messawa 1.067 4,45 
Pana 1.558 6,50 
Nosu 708 2,95 
Tabang 1.180 4,92 
Mamasa  2.746 11,45 
Tanduk Kalua’  1.793 7,48 
Balla  1.204 5,02 
Sesenapadang  1.455 6,07 
Tawalian  1.182 4,93 
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Mambi  1.253 5,23 
Bambang  2.190 9,13 
Rantebulahan Timur  1.187 4,95 
Mehalaan  571 2,38 
Aralle  1.278 5,33 
Buntu Malangka  1.099 4,58 
Tabulahan  2.067 8,62 
Jumlah  23.980 100 
 Sumber; Badan Pusat Statistik kabupaten Mamasa 
 
IV.2 Gambaran Umum Kecamatan Sesenapadang 
IV.2.1 Letak geografis 
 Kecamatan sesenapadang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 
Mamasa yang berada pada ketinggian kurang lebih 1200 – 1600 meter di atas 
permukaan laut. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Tawalian di 
sebelah utara, Kecamatan Nosu dan Sumarorong di sebelah selatan, Kecamatan 
Balla dan Tanduk Kalua’ di sebelah barat, serta Kecamatan Tabang dan Pana’ di 
sebelah timur.  Kecamatan sesenapadang memiliki luas wilayah kutrang lebih 152,70 
km2 seperti digambarkan dalam tabel sebagai berikut: 
Tabel IV.3 : Luas wilayah menurut Desa/Kelurahan 
No  Desa/kelurahan status Luas(km2) Persentase terhadap luas 
kecamatan kabupaten 
1 2 3 4 5 6 
1 Orobua Desa 14,14 9,46 0,48 
2 Orobua timur Desa 15,54 10,18 0,52 
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3 Orobua selatan Desa 15,16 9,93 0,50 
4 Lisuan ada’  Desa 14,94 9,78 0,50 
5 Satanetean Desa 17,09 11,19 0,57 
6 Paladan Desa 11,33 7,42 0,38 
7 Rantepuang Desa 18,30 11,98 0,61 
8 Mellangkena padang Desa 21.90 14,34 0,73 
9 Marampan Desa 10,70 7,01 0,36 
10 Malimbong Desa 13,30 8,71 0,44 
 Jumlah   152,70 100 5,08 
Sumber: Data Kecamatan Sesenapadang 
IV.2.2 Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk Kecamatan Sesenapadang pada tahun 2015 sebanyak 
11.986 jiwa dengan komposisi laki-laki 5753 dan perempuan 6233 jiwa seperti di 
gambarkan dalam tabel sebagai berikut : 
Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Kecamatan Sesenapadang 
No  Desa/kelurahan Jumlah penduduk 
  Laki-laki perempuan jumlah 
1 2 3 4 5 
1 Orobua 787 932 1.719 
2 Orobua timur 583 621 1.204 
3 Orobua selatan 656 628 1.284 
4 Lisuan ada’  611 630 1.241 
5 Satanetean 517 618 1.135 
6 Paladan 517 560 1.077 
7 Rantepuang 627 626 1.253 
8 Mellangkena padang 407 468 875 
9 Marampan 546 617 1.163 
10 Malimbong 502 533 1.035 
 Jumlah  5.753 6.233 11.986 





IV.2.3 Potensi Sumber Daya Alam 
 Kecamatan sesenapadang memiliki potensi yang besar dengan luas wilayah 
kurang lebih 152,70 km2 akan tetapi potensi yang ada belum di kelola dengan 
maksimal. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat 
memanfaatkan potensi yang ada.  
Tabel IV.5 : Potensi Pembagian Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaanya 
 
No  Desa/kelurahan Luas(km2) Persentase terhadap luas 




1 2 3 4 5 6 7 
1 Orobua 14,14 5 1 8 0,44 
2 Orobua timur 15,54 5 1 9 0,54 
3 Orobua selatan 15,16 3 1 11 0,16 
4 Lisuan ada’  14,94 4 1 8 1,94 
5 Satanetean 17,09 3 1 12 1,09 
6 Paladan 11,33 3 1 1 0,33 
7 Rantepuang 18,30 4 - 2 1 
8 Mellangkena 
padang 
21.90 3 1 7 0,9 
9 Marampan 10,70 2 1 1 0,7 
10 Malimbong 13,30 2 1 2 0,8 
Sumber: Data Kecamatan Sesenapadang 
Ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Sesenapadang  dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
a. Sarana pendidikan 
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2 Orobua timur TK 
SDN 008 
SDK 016 

















3 Orobua selatan SDN 001 



















5 Satanetean SDN 004 6 73 8  14 






























































Sumber: Data Kecamatan Sesenapadang 
Keterangan: 
 Jumlah PAUD = 2 unit dengan jumlah kelas 2, jumlah murid 35 orang didukung 
tenaga pengajar 11 orang, 2 2 orang PNS dan 9 orang tenaga sukarela. 
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 Jumlah taman kanak-kanak (TK) = 4 unit dengan jumlah kelas 4, jumlah murid 97 
orang didukung tenaga pengajar dan status PNS 0 dan 12 tenaga 
kontrak/sukarela. 
 Jumlah Sekolah Dasar (SD) = 16 unit dengan jumlah kelas 35, jumlah murid 1.005 
orang didukung 246 tenaga pengajar dengan status PNS 103 dan 143 tenaga 
kontrak/sukarela. 
 Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) = 1 unit dengan jumlah kelas 10, jumlah 
murid 231 orang didukung 28 tenaga pengajar dengan status PNS 22 dan 6 
tenaga kontrak/sukarela. 
 Jumlah sekolah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) = 1 unit dengan jumlah kelas 
12, jumlah murid 245 orang didukung 19 tenaga pengajar dengan status PNS 14 
dan 5 tenaga kontrak/sukarela. 
b. Sarana kesehatan 
Sarana kesehatan di Kecamatan Sesenapadang ditunjukkan tabel berikut ini. 
 Tabel IV.7 :  












Dokter Bidan Perawat T. 
Teknis  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Orobua 1 2 1 11 16 4 
2 Orobua timur 1 2  1   
3 Orobua 
selatan 
1 1  1   
4 Lisuan ada’  1 2  1   
5 Satanetean 0 1     
6 Paladan 1 2     





1 2  1   
9 Marampan 0 1     
10 Malimbong 1 1  1   
 TOTAL 8 16 1 16 17 4 
Sumber: Data Kecamatan Sesenapadang 
V.3 Derajat Kesehatan dan Pendidikan 
IV.3.1 Derajat Kesehatan 
Pembangunan berwawasan kesehatan merupakan hak asasi manusia. 
Pembangunan yang tidak mengindahkan dampak positif dan negatif terhadap 
kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, kesehatan sosial dan kesehatan budaya 
merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia.   
Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok dan juga merupakan faktor 
penting yang mempengaruhi produktifitas dan kualitas sumber daya manusia. Dalam 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang N0 36 Tahun 
1996  menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Oleh 
karena itu negara bertanggung jawab dalam pengaturan hak hidup sehat bagi 
penduduknya. Pembangunan kesehatan adalah pembangunan manusia seutuhnya 
dimana faktor kesehatan turut berperan mulai dari pra konsepsi,bayi,balita,remaja 
dewasa hingga usia lanjut.  
Kesehatan sangat penting perannya dalam peningkatan kesejahteraan 
masyarakat di wilayah tersebut. Indikator untuk melihat tingkat kemajuan daerah 
dalam bidang kesehatan dengan melihat fasilitas kesehatannya, sumber daya 
manusianya dan upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat dilakukan melalui pengadaan fasilitas kesehatan, penambahan dan 
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peningkatan kualitas petugas dan pemberian penyuluhan tentang pentingnya hidup 
sehat.  
Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua 
komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat di lihat dari 
berbagai indikator, yang meliputi angka harapan hidup, angka kematian, angka 
kesakitan dan status gizi.  
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurut konsep H.L 
Blum bahwa tingkat derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor 
yaitu : keturunan, pelayanan kesehatan, perilaku masyarakat dan lingkungan baik 
lingkungan fisik, biologis dan sosial budaya. Derajat kesehatan merupakan salah satu 
ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagaimana 
lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas 
utama seperti angka kematian, angka kelahiran, status gizi, dan lain lain. Untuk 
menilai keberhasilan pembangunan kesehatan maupun sebagai dasar dalam 
menyusun rencana untuk masa yang akan datang mutlak diperlukan analisa situasi 
derajat kesehatan tersebut.  
1. Angka Kematian / Mortality Rate (MR)  
Angka kematian masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran 
perkembangan derajat kesehatan masyarakat dan dapat juga digunakan sebagai 
indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program 
pembangunan kesehatan lainnya.  
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Peristiwa kematian pada dasarnya merupakan proses akumulasi akhir dari 
berbagai penyebab kematian baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara 
umum kejadian kematian manusia berhubungan erat dengan permasalahan 
kesehatan sebagai akibat dari gangguan penyakit atau akibat dari proses interaksi 
berbagai faktor yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengakibatkan 
kematian dalam masyarakat. Angka kematian pada umumnya dapat dihitung dengan 
melakukan survei dan penelitian.  
Besarnya angka kematian dan penyakit penyebab utama kematian yang 
terjadi  di Kabupaten Mamasa pada periode terakhir dapat dilihat dari berbagai uraian 
berikut:  
a. Angka Kematian Bayi ( AKB ) Infant Mortality Rate ( IMR )  
Infant Mortality Rate atau Angka Kematian bayi ( AKB ) merupakan indikator 
yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, baik pada 
tingkat kabupaten maupun provinsi, dimana program pembangunan kesehatan 
banyak menitikberatkan pada upaya penurunan AKB. Angka kematian bayi adalah  
banyaknya bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum 
mencapai usia 1 ( satu ) tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.  
Berdasarkan data profil Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun 2015 
(lampiran tabel 5) dari 2.463 Bayi Lahir Hidup terdapat 25 bayi meninggal sebelum 
usia 1 tahun. Berdasarkan angka ini di perhitungkan Angka Kematian Bayi di 
Kabupaten Mamasa terdapat 10,15 per 1000 Kelahiran Hidup (KH). Sedangkan pada 
tahun 2014 terdapat 7,7 per 1000 kelahiran hidup, Hal ini menunjukkan terjadi 
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peningkatan jumlah kematian angka kematian bayi dari tahun sebelumnya. 
Meningkatnya angka tersebut dapat disebabkan karena kebayakan kasus dapat 
terlaporkan karena dengan adanya bidan di desa.   
b. Angka Kematian Ibu ( AKI ) Maternal Mortality Rate ( MMR )  
Angka kematian Ibu mengacu pada jumlah wanita meninggal dari suatu 
penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak 
termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan dan status gizi serta 
kondisi kesehatan ibu dalam hal tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk 
pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, kondisi kesehatan ibu saat melahirkan, 
perawatan dan pelayanan kesehatan ibu pada masa nifas (42 hari setelah melahirkan) 
tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Sensitivitas 
AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan 
pembangunan sektor kesehatan.  
Berdasarkan data bahwa Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mamasa pada 
tahun 2015 sebesar 9 orang dari 2.420 Kelahiran hidup atau 372 per 100.000 
kelahiran hidup, dimana penyebab kematian terbesar adalah retensio plasenta 3 











Tabel IV.8 :  







JUMLAH IBU HAMIL 
 
JUMLAH KEMATIAN IBU 
1 Mamasa 579 1 
2 Tandukkalua 268 1 
3 Sumarorong 264 0 
4 Mambi 243 3 
5 Aralle 170 1 
6 Nosu 102 0 
7 Tabang 126 0 
8 Sesenapadang 136 0 
9 Balla 144 0 
10 Tabulahan 196 0 
11 Bambang 220 3 
12 Pana’ 185 0 
13 Tawalian 136 0 
14 Messawa 135 0 
15 Rantebulahan timur 78 0 
16 Buntu malangka 140 0 
17 mehalaan 105 0 
 TOTAL 3.227 9 








Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Mamasa dari tahun ke tahun 
bervariasi. Berikut ini akan ditampilkan gambaran Angka Kematian Ibu di Kabupaten 
Mamasa periode Tahun 2010 – 2015.  
Gambar IV.5 : Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten 
Mamasa Tahun 2011 - 2015 
 
 
Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten 
Mamasa  
  
2. Status Gizi  
  Ukuran Keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak diindikasikan oleh 
Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB) anak, status gizi juga merupakan status 
kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan 
nutrient.  
Status gizi masyarakat merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan 















2011 2012 2013 2014 2015 
Aki per 100.000 
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upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Setiap tahun peningkatan status 
gizi mendapat perhatian yang besar karena status gizi yang baik cenderung 
meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh di masa mendatang, terlebih lagi 
jika ditunjang dengan tingkat pengetahuan masyarakat yang semakin membaik.  
Gambar IV.6 : Prevalensi Gizi Buruk Pada Balita di Kabupaten Mamasa 
Tahun 2011 - 2015  
 
Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten 
Mamasa  
  
a. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah ( BBLR < 2500 gram ).   
BBLR adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram. BBLR sering 
digunakan sebagai indikator dari TLGR di negara berkembang karena tidak 
tersedianya penilaian usia kehamilan y valid. BBLR ini berbeda dengan prematur 
karena BBLR diukur dari berat atau massa sedangkan prematur diukur dari umur bayi 





























































































Berat badan lahir merupakan indikator penting kesehatan bayi, faktor 
determinan kelangsungan hidup dan faktor untuk pertumbuhan fisik dan mental bayi 
di masa y akan datang. Menurut UNICEF dan WHO (2004), penurunan kejadian BBLR 
merupakan salah satu kontribusi penting dalam Millenium Development Goals 
(MDGs) untuk menurunkan kematian anak. Pencapaian tujuan dari MDGs dicapai 
dengan memastikan kesehatan anak pada awal kehidupan.  
Penyebab dan dampak BBLR sangat kompleks, nutrisi yang jelek dimulai dari 
pertumbuhan janin dalam rahim akan mempengaruhi seluruh siklus kehidupan. Hal ini 
memperkuat risiko terhadap kesehatan individu dan meningkatkan kemungkinan 
kerusakan untuk generasi masa depan. Gizi buruk yang terlihat dengan rendahnya 
tinggi badan ibu (sunting), dan BB di bawah normal sebelum hamil dan kenikan BB 
selama hamil merupakan salah satu dari indikator terkuat persalinan dengan BBLR. 
Secara ilmiah intervensi nutrisi seperti suplemen makanan selama kehamilan pada 
remaja, wanita usia subur dan selamam hamil terbukti efektif dalam mencegah BBLR.  
Berdasarkan laporan KIA yang merupakan hasil pencatatan di puskesmas tahun 
2011 tercatat dari 2341 kelahiran terdapat 10 BBLR atau 0.4%,pada tahun 2012 
tercatat dari 2390 kelahiran terdapat 28 BBLR atau 1.2%, tahun 2013 tercatat dari 
2236 kelahiran terdapat 49 BBLR atau 2.2%,  tahun 2014 tercatat 54 BBLR atau 3.3% 
sedandkan pada tahun 2015 dari 2.420 kelahiran terdapat 58 BBLR atau 2,5%. Hal 
ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan karena rendahnya 
kunjungan ibu hamil pada semua peleyanan kesehatan sehingga status gizi ibu hamil 
tidak bisa dideteksi secara dini.  
60 
 
Gambar IV.7 : Jumlah BBLR di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 – 2015  
 
Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa  
 
 IV.3.2 Derajat Pendidikan 
 Perhatian pemerintah terhadap sumber daya manusia secara dini semakin 
meningkat, hal tersebut juga terkait dengan program wajib belajar sembilan tahun 
yang dicanangkan pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi sekolah pada 
jenjang pendidikan sekolah dasar (7-12 tahun) dan sekolah lanjutan tingkat pertama 
(13-15 tahun). Untuk itu, dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah yang 
menggambarkan persentase penduduk umur tertentu yang masih sekolah terhadap 




















Tabel IV.9 :  Beberapa Indikator  Pendidikan Kabupaten Mamasa Tahun 2013, 
2014, dan 2015 
 
No.  Indikator  2013  2014  2015  
1.  
  
Angka Partisipasi Sekolah (APS)  







  -  13 – 15  85,87  81,38  84,98  
  -  16 – 18  58,35  57,40  59,64  
 
    -  19 – 24  4,11  11,01  5,50  
2.  
  
Jumlah Sekolah :  








 -  SLTP  
57  80  87  
   -  SLTA  28  37  51  
3.  
  
Rasio Guru/Murid :  








 -  SLTP  
22  17  10  
   -  SLTA  8  9  5  
4.  
  
Angka Melek Huruf  








 -  Perempuan  
84,64  88,84  88,94  
   -  Laki-Laki+Perempuan  86,12  91,21  89,40  
5.  
  
Pendidikan yang Ditamatkan  







  -  SD/Sederajat  26,51  27,88  28,76  
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  -  SLTP/Sederajat  14,76  17,78  16,12  
  -  SMU/Sederajat  13,91  16,13  13,37  
  
-  Perguruan Tinggi   4,67  7,53  6,41  
6.  
  
Jumlah Murid:  




26 828  
  
26 189  
  
 -  SLTP  
8995  10 850  11 913  
   -  SLTA  5658  5 727  5 278  
7.  
  
Jumlah Guru :  
 -  SD  
  
1 149  
  
1 434  
  
2 692  
  
 -  SLTP  
409  649  1 152   
   -  SLTA  707  655  1 084  
8.  
  
Rasio Murid Sekolah  :  








-  SLTP  
 158  136  137  
  
-  
SLTA   202  155  103  
Sumber : BPS Kabupaten Mamasa  
 
Merujuk pada jenjang pendidikan, maka penduduk usia sekolah biasanya 
dikelompokkan ke dalam empat kelompok umur yaitu 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun 
(SMP), 16-18 tahun (SMU) dan 19-24 tahun (Perguruan Tinggi).  
1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)  
APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk 
usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk 
terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti 
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pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu 
ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid 
tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan 
tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia 
sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta 
peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak 
berubah atau malah semakin rendah.  
APS dibagi menjadi empat kelompok umur, yaitu 7-12 tahun yang mewakili 
usia sekolah SD, 13-15 tahun yang mewakili usia sekolah SLTP, 16-18 tahun mewakili 
usia SMA dan 19-24 tahun yang mewakili usia sekolah perguruan tinggi.  
Penurunan APS pada usia 19-24 tahun terjadi seiring dengan semakin 
tingginya kelompok umur yang menunjukkan ada pertimbangan sebagian masyarakat 
untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
Pertimbangan tersebut kemungkinan adalah mahalnya biaya pada jenjang pendidikan 
yang lebih tinggi, disisi lain kebutuhan rumah tangga semakin meningkat, sehingga 
anaknya lebih cenderung diikutkan dalam kegiatan bekerja atau membantu mencari 
pendapatan/penghasilan.  
2. Pendidikan Dasar  
a) Rasio Ketersediaan Sekolah  
 Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar 
per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan 
kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.  
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Rasio ketersediaaan sekolah/penduduk sekolah tingkat pendidikan Dasar di 
Kabupaten Mamasa disajikan pada tabel sebagai berikut :  
Tabel IV.11 : 
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tingkat Pendidikan Dasar 
Di Kab. Mamasa Tahun 2015.  
No.  Jenjang Pendidikan  2015  
1  SD/MI   
1.1  Jumlah Gedung Sekolah  250  
1.2  Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun  27.178  
1.3  Rasio  91,99  
2  SMP/MTs.   
2.1  Jumlah Gedung Sekolah  87  
2.2  Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun  15.147  
2.3  Rasio  57,44  
3  Rasio Ketersediaan Sekolah untuk Pendidikan Dasar  
79,62  
Sumber : BPS Kab. Mamasa  
Dari data diatas jelas terlihat bahwa daya tampung gedung sekolah pendidikan 
dasar di Kabupaten Mamasa tahun 2015 sebesar 79,62 persen dari jumlah penduduk 
usia pendidikan dasar.  
b) Rasio Guru terhadap Murid  
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 
100 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga 
pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar 
tercapai mutu pengajaran.   
Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Mamasa disajikan 





Tabel IV.12 : Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Di Kab. Mamasa 
Tahun 2013 s/d 2015  
No.  Jenjang Pendidikan  2013  2014  2015  
1  SD/MI     
1.1  Jumlah Guru  1.149  1.434  2.692  
1.2  Jumlah Murid  21.822  26.828  26.189  
1.3  Rasio  5  5  10  
2  SMP/MTs.     
2.1  Jumlah Guru  409  649  1.152   
2.2  Jumlah Murid  8.995  10.850  11.913  
2.3  Rasio  5  6  10  
3  Rasio Guru/Murid untuk Pendidikan 
Dasar  
5  6  10  














HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
V.1 Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sesenapadang 
 Program keluarga harapan (PKH) mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 
2007. Program ini merupakan produk kebijakan untuk menanggulangi permasalahan 
sosial milik Kementrian Sosial. Pada tahun pertama penerapannya, daerah-daerah 
yang menjadi tempat percontohan yaitu DKI Jakarta, Jawa timur, Jawa Barat, 
Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan juga Gorontalo. Program Keluarga 
Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 
2013 termasuk di Kabupaten Mamasa dan diterapkan di Kecamatan Sesenapadang 
pada tahun 2014 sampai sekarang.  
 Kecamatan Sesenapadang dibentuk berdasarkan peraturan daerah 
Kabupaten Mamasa No.5 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja 
kecamatan dan kabupaten Mamasa. Kantor kecamatan sesenapadang mempunyai 
tugas pokok  sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan 
kemasyarakatan dalam wilayahnya. 
   Kecamatan Sesenapadang memiliki luas wilayah kurang lebih 152,70 km2 
denganm jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 11.986 jiwa dengan komposisi 
laki-laki 5753 dan perempuan 6233 jiwa. Pemerintahannya mencakup 10 desa yaitu  
Desa Orobua, Desa Orobua Timur, Desa Orobua Selatan, Desa Lisuan ada’, Desa 
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Satanetean, Desa Paladan, Desa Rantepuang, Desa Mellangkena Padang, Desa 
Marampan dan Desa Malimbong.  
 Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan 
Sesenapadang, terdapat seorang personel dari Unit Pelaksana Program Keluarga 
Harapan (UPPKH) yaitu pendamping PKH. Kehadiran pendamping dibutuhkan guna 
membantu peserta PKH dalam memperoleh hak yang selayaknya mereka terima dari 
PKH. Selain untuk kepentingan peserta, pendamping memiliki tugas pokok antara lain 
validasi, pertemuan bulanan dan verifikasi. Tugas pokok ini membantu dalam 
mendeteksi segala permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam kurun waktu 
cepat dan tepat. Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan dapat 
digambarkan sebagai berikut : 








                                       Sumber : buku pedoman umum PKH 
Camat sebagai pengarah 
Pelaksana adalah seksi yang 
membidangi kesejahteraan sosial, 
bantuan sosial, perlindungan sosial 




Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sesenapadang telah berjalan 
sejak tahun 2014 dan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapan, 
seperti dikutip dalam wawancara dengan Camat Sesenapadang, Pak Demas berikut 
ini: 
“program ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan 
karena masih banyak rumah tangga yang sangat miskin tidak tersentuh bantuan 
ini. Data yang menjadi pedoman dalam pemberian bantuan ini adalah data dari 
BPS beberapa tahun sebelumnya sehingga sudah tidak relevan dengan kondisi 
saat ini” 
      (wawancara, 3 November 2016) 
Kemudian sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Kepala Desa Paladan, Pak 
Marthen, beliau mengatakan bahwa :  
 “Terealisasi teralisasi tapi belum merata, karena dari sistem pendataan yang 
kurang baik sehingga ada yang seharusnya dapat malah tidak dapat dan ada 
yang tidak pantas dapat tapi dapat”  
(wawancara, 6 November 2016)  
 
Dalam hal ini, Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sesenapadang masih 
ada yang belum tepat sasaran karena menggunakan data lama dalam menentukan 
penerima program ini. Oleh karena itu, banyak orang yang lebih pantas untuk 
menerima bantuan ini tapi tidak mendapat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan orientasi 
utama PKH yaitu memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin 
(RTSM). 
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai tujuan yang 
ditetapkan oleh kementrian sosial yaitu :  
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a. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak 
usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari RTSM. 
Salah satu orientasi dari program keluarga harapan adalah meningkatkan 
status kesehatan rumah tangga sangat miskin. Dengan program ini, keluarga sangat 
miskin juga diharapkan memiliki kesehatan yang baik seperti kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah. 
Seperti yang diungkapkan oleh Pak Yohanis selaku pendamping PKH : 
“Program Keluarga Harapan ini membantu rumah tangga sangat miskin dalam 
meningkatkan status kesehatannya karena mewajibkan peserta penerima 
program ini untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin di puskesmas atau 
posyandu terdekat”.  
       (wawancara, 2 November 2016) 
Status kesehatan adalah refleksi dari kegiatan pelayanan kesehatan dan 
pemantauan status gizi pada unit terkecil yaitu posyandu yang tidak lain merupakan 
program kerja pokok puskesmas di wilayah kerjanya masingmasing. Berdasarkan 
laporan dan pencatatan dari bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Mamasa yang dikumpulkan dari 17 Puskesmas diperoleh informasi bahwa 
persentase kunjungan bayi ke posyandu dari tahun 2012 sampai tahun 2015 
mengalami cukup mengalami peningkatan karena adanya  program keluarga harapan 








Gambar : Persentase Kunjungan Balita Ke Posyandu 
 
Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten 
Mamasa  
 
Dalam hal ini, penulis melihat bahwa meningkatnya kesehatan masyarakat di 
kecamatan sesenapadang dipengaruhi oleh adanya bantuan program keluarga 
harapan (PKH). Dapat dilihat dari kunjungan balita dan ibu hamil ke Posyandu atau 
Puskesmas yang semakin meningkat sehingga angka kematian ibu melahirkan yang 
semakin berkurang dan kesehatan balita yang semakin baik.  
b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak-anak RTSM. 
Program keluarga harapan yang mulai diimplementasikan pada tahun 2014 di 
kecamatan sesenapadang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas 
pelayanan pendidikan bagi anak-anak dari rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang 







2012 2013 2014 2015 
63.60 % 





“meningkatnya akses dan kualitas pendidikan keluarga miskin penerima PKH di 
kecamatan sesenapadang dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah yang 
semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya”. 
      (wawancara, 2 November 2016) 
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Mamasa tahun 2011 s/d 2015 
disajikan pada tabel sebagai berikut :  
Tabel V.1 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) di 
Kecamatan Sesenapadang Tahun 2014 dan 2015 
Kelompok 
Umur  












Laki-Laki +  
Perempuan  
(%)  
7 – 12  
13 – 15  
16 – 18  

























Sumber : Data kecamatan Sesenapadang 
APS untuk usia sekolah dasar (7-12 tahun) di Kecamatan Sesenapadang pada 
tahun 2015 sebesar 95,89 persen. Angka ini naik bila dibanding tahun 2014 (91,98 
persen). Untuk APS usia SLTP (13-15 tahun) pada tahun 2015 sebesar 84,98 persen 
dan juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 81,38 
persen. Demikian halnya untuk APS usia SMU (16-18 tahun) yang juga mengalami 
peningkatan disbanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, APS usia SMU 
mencapai 57,40 persen dan meningkat di tahun 2015 menjadi 59,64 
persen.Sementara itu, peningkatan tidak terjadi untuk APS usia D1-S1 (19-24 tahun) 
yang justru mengalami penurunan. Pada tahun 2014, APS usia 19-24 tahun ini 
sebesar 11,01 persen turun pada tahun 2015 menjadi 5,50 persen.  
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Jadi dalam hal ini bahwa tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH)  tentang 
meningkatkan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak-
anak dari rumah tangga sangat miskin (RTSM) sudah tercapai. Hal ini dilihat dari 
angka partisipasi di Sekolah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. 
 Implementasi program kreluarga harapan di kecamatan sesenapadang tidak 
lepas dari dukungan dari berbagai pihak, seperti wawancara dengan pendamping 
PKH, Pak Yohanis berikut:  
“dukungan dari pemerintah kecamatan sesenapadang dan para kepala desa 
sangat membantu dalam penerapan PKH di daerah ini dan juga antusiasme 
warga terhadap PKH ini sangat tinggi karena masyarakat sangat membutuhkan 
bantuan ini”.  
      (wawancara, 2 November 2016) 
Jadi dalam hal ini, penulis melihat bahwa implementasi Program Keluarga 
Harapan (PKH) di kecamatan sesenapadang mendapat dukungan dari berbagai pihak 
baik pihak pemerintah kecamatan dan desa, juga dukungan dari berbagai lapisan 
masyarakat karena masyarakat sangat antusias dengan adanya program ini.  
 Dalam implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Sesenapadang 
tidak lepas dari berbagai hambatan. Hambatan utama dalam penerapan PKH di 
daerah ini adalah berkaitan dengan kondisi wilayah, seperti wawancara Pak Yohanis 
selaku pendamping PKH berikut: 
“permasalahan utama yang kami alami dalam melaksanakan program ini adalah 
kondisi medan yang sulit dijangkau baik kondisi jalan yang rusak maupun 
kesulitan memberikan informasi tentang keberadaan program ini karena jaringan 
komunikasi telepon yang sangat sulit”. 
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       (wawancara, 2 November 2016) 
Dalam hal ini penulis melihat bahwa kondisi wilayah menjadi masalah esensial 
dalam implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Sesenapadang karena 
wilayah ini kondisi geografisnya sulit dijangkau, baik itu dari dari aspek transportasi 
maupun komunikasi. Hampir semua desa di Kecamatan Sesenapadang tidak 
dijangkau oleh jaringan komunikasi telepon sehingga proses penyampaian informasi 
PKH sangat minim ke desa desa. Selain itu, kondisi infrastruktur juga sangat 
menprihatinkan sehingga pendistribusian bantuan kepada penerima program ini 
sering mengalami keterlambatan.  
 Masalah lain yang terjadi selama pelaksanaan PKH di Kecamatan 
Sesenapadang adalah berhubungan dengan Keluarga Sangat Miskin (KSM) peserta 
PKH, seperti di kutip dalam wawancara dengan kepala desa Marampan berikut ini : 
“Keluarga miskin peserta PKH belum sepenuhnya mengetahui apa yang harus 
mereka lakukan setelah menerima program ini” 
      (wawancara, 4 November 2016) 
Masalah yang berhubungan dengan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yaitu : 
(a) Adanya RTSM peserta PKH yang pindah alamat atau domisili tanpa 
sepengetahuan pendamping PKH atau aparat pemerintah setempat 
(b) Adanya anak dari RTSM peserta PKH yang bersekolah diluar wilayah PKH, 
karena tidak adanya fasilitas pendidikan di daerah tempat KSM berdomisili. 
(c) Masih sering dijumpai adanya RTSM peserta PKH tidak membawa bayinya ke 
Puskesmas atau Posyandu. Hal ini tentu tidak sesuai dengan orientasi PKH 




Untuk menuju PKH yang lebih baik di daerah ini, berbagai upaya yang dilakukan 
dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan PKH di Kecamatan 
Sesenapadang, seperti di kutip dalam wawancara dengan koordinator kabupaten unit 
pelaksana PKH Mamasa: 
“apapun kondisinya harus dijalani karena merupakan suatu tanggung jawab. 
Kami mengadakan pertemuan dengan bupati dan kepala dinas sosial kabupaten 
mamasa untuk mengkomunikasikan program ini khususnya soal anggaran. 
Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan menerima 
pengaduan dari mereka” 
      (wawancara, 2 November 2016) 
Program keluarga harapan (PKH) yang merupakan program asistensi sosial 
dari Pemerintah melalui Kementrian Sosial diharapkan dapat berjalan dengan baik 
dari waktu ke waktu sehingga masalah kemiskinan semakin bisa diminimalisir. 
Pada saat program keluarga harapan diimplementasikan pertama kali di 
Kecamatan Sesenapadang terdapat kesimpangsiuran informasi mengenai PKH ini, 
seperti di ungkapkan oleh pendamping PKH Kecamatan Sesenapadang, Pak 
Yohanis berikut:  
“pada saat program ini dilaksanakan pertama kali di Kecamatan Sesenapadang 
tahun 2014, banyak yang mengira PKH bagian dari kampanye pasangan calon 
bupati dan wakil bupati Mamasa” 
Namun terkait dengan program keluarga harapan ini, Camat Sesenapadang 
Pak Demas mengungkapkan : 
 “kalau masalah politik itu murni tidak ada sangkutpautnya”  
 




Dalam hal ini, keterlibatan politik tidak ditemukan keberadaannya. Karena 
program ini sudah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2007 melalui 
Kementrian Sosial yang kemudian dilaksanakan di Kabupaten Mamasa mulai tahun 
2013. Jadi program ini sebelumnya telah dilaksanakan sebelum pemilihan bupati dan 
wakil bupati Mamasa pada tahun 2014. 
 
V.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pogram Keluarga Harapan 
di Kecamatan Sesenapadang 
Implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Sesenapadang 
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III 
yaitu sebagai berikut : 
V.2.1 Komunikasi 
Komunikasi sangat menetukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 
Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sesenapadang. 
Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah 
menengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka 
kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga 
implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak pihak yang 
terkait. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan 
konsisten. Komunikasi di perlukan agar para pembuat kebijakan dan para 
implementer program tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap 
program yang akan diterapkan kepada sasaran dari program tersebut. 
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Komunikasi didalam implementasi suatu program merupakan hal yang 
penting. Dalam meneruskan pesan pesan kebawah dalam suatu organisasi atau dari 
suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya 
atau menyebarluaskan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika 
sumber sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi interpretasi yang 
bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk 
melaksanakan maksud maksud kebijakan.  
Sebagaimana yang diungkapakan oleh Koordinator PKH kabupaten Mamasa, Pak 
Risal beliau mengatakan bahwa :  
 ’’pihak pihak yang terkait itu mulai dari kepala dinas berkoordinasi dengan Unit 
pelaksana program keluarga harapan kabupaten kemudian ke pelaksana tingkat 
Kecamatan yang membentuk penaggung jawab program di kecamatan itu 
sendiri”  
(wawancara,2 November 2016)   
Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan oleh pemerintah melalui 
Kementrian Sosial, pada dasarnya program ini bertujuan untuk membantu 
meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Yang paling penting dalam 
operasional program ini adalah bahwa masyarakat dapat menyekolahkan anak-
anaknya serta ibu hamil dan balita dapat memeriksakan kesehatannya sebagaimana 
tujuan dari program ini. 
Namun kenyataanya dilapangan penulis melihat bahwa tidak semua 
masyarakat tahu akan adanya program keluarga harapan ini. Keterlibatan 
stakeholder dalam penyampaian proram ini menjadi kunci utama dalam kesuksesan 
program tersebut. Bila dikaitkan dengan yang ada dilapangan sosialisasi hanya 
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dilakukan sampai pada tingkat perangkat saja sedangkan untuk masyarakat sangat 
kurang atau sangat minim.  
Pengetahuan masyarakat akan adanya program keluarga harapan  Ini hanya 
ketika masyarakat yang bersangkutan menerima bantuan ini. Hanya masyarakat 
yang pernah menerima program ini saja yang yang tahu  akan keberadaan program 
keluarga harapan. 
 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Yuli salah seorang penerima bantuan PKH 
di Kecamatan Sesenapadang, beliau mengatakan bahwa :  
 “saya baru mengetahui PKH  ketika saya diberi tahu bahwa saya menerima 
bantuan ini , kalau sosialisasi ke masyarakat tidak ada”  
(wawancara, 7 November 2016) 
Adapun bentuk sosialisasi yang digunakan oleh Kecamatan Sesenapadang 
untuk mensosialisasikan program keluarga harapan ini sebagaimana yang 
diungkapkan oleh pendamping PKH Kecamatan Sesenapadang beliau mengatakan 
bahwa :   
“kami menyampaikannya lewat pertemuan pertemuan dengan para kepala 
desa dan tokoh masyarakat di kantor kecamatan” 
   (wawancara, 2 November 2016)  
Melihat kondisi yang ada dilapangan mengenai cara sosialisasi yang 
dilakukan oleh para pelaksana program keluarga harapan penulis merasa sangat 
minim yakni hanya melalui pertemuan pertemuan orang tertentu saja, tokoh 
masyarakat tapi tidak menyampaikannya langsung dengan melakukan penyuluhan 
kepada masyarakat, memasang spanduk spanduk terkait program keluarga harapan.  
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Media komunikasi yang cukup sederhana itu menghambat kelancaran penyampaian 
pesan ke masyarakat yang pada akhirnya akan mengangu imlementasi program 
keluarga harapan. Dengan melihat realita diatas penulis berkesimpulan bahwa 
proses komunikasi yang berjalan tidak maksimal sehingga orientasi dari program 
tersebut belum tersosialisasikan dengan baik dan maksimal.  
V.2.2 Sumberdaya 
Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan 
logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian 
suatu program. Faktor sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. 
Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah 
satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud 
adalah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu untuk 
mendukung jalannya implementasi program keluarga harapan di Kecamatan 
Sesenapadang. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :  
a. Sumberdaya manusia  
Sumberdaya yang utama dalam implementasi program adalah sumberdaya 
manusianya (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah 
satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak 
kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementer saja tidak 
mencukupi, tetapi diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai 
untuk menjalankan program tersebut. Berkenaan dengan sumberdaya manusia, hasil 
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wawancara dengan pendamping dari program keluarga harapan Kecamatan 
Sesenapadang Pak Yohanis, beliau mengatakan bahwa :  
“Pihak yang terlibat dalam PKH di Kecamatan Sesenapadang adalah camat 
sebagai pengarah, seksi yang membidangi kesejahteraan sosial, perlindungan 
sosial dan atau jaminan serta pendamping PKH berjumlah satu orang ” 
     (wawancara, 2 November 2016) 
Dari hasil pemantauan penulis dilapangan bahwasanya jumlah pendamping 
PKH di kecamatan sangat minim dibandingkan dengan peserta penerima PKH yang 
begitu banyak. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan 
Sesenapadang hanya ada satu orang sedangkan penerima program ini berjumlah 112 
orang sehingga beberapa peserta penerima PKH yang penulis temui kurang 
mendapatkan informasi seputar PKH. Seperti di ungkapkan oleh Ibu Yuli selaku 
penerima PKH berikut : 
“kalau soal informasi kepada kami sangat terbatas. Untuk menjangkau alamat 
kami cukup susah karena jalanannya rusak dan keterbatasan jaringan untuk 
berkomunikasi” 
       (wawancara, 6 November 2016) 
 
Selanjutnya, berkenaan dengan mutu implementor yang bertugas 
mengimplementasikan program keluarga harapan Kecamatan Sesenapadang Pak 
Demas, selaku camat  mengatakan bahwa :  
“iya saya kira demikian, pelaksana dalam PKH cukup berkompeten dalam 
bidangnya karena pendamping dalam program ini melalui tahap seleksi yang 
diadakan langsung oleh kementrian sosial” 
(wawancara, 3 November 2016)  
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Terkait dengan informasi tersebut, berdasarkan temuan penulis dilapangan 
mengenai yang diungkapkan oleh camat tersebut penulis menemukan adanya 
pendamping PKH yang belum memahami betul tentang esensi dan orientasi dari 
program keluarga harapan ini sehingga penyampaikan informasi kepada peserta 
penerima PKH belum maksimal. 
b. Sumberdaya finansial  
Sumberdaya finansial menjadi penting juga dalam menentukan berhasil atau 
tidaknya sebuah program, bahkan terkadang program memerlukan budget yang 
banyak untuk menghasilkan program yang berkualitas pula terkait dengan program 
keluarga harapan (PKH) sebagaimana hasil wawancara penulis dengan koordinator 
PKH kabupaten Mamasa, Pak Risal mengungkapkan bahwa :  
“honor yang diterima oleh pendamping masih sangat kurang dibanding dengan 
pekerjaan dilapangan”  
(wawancara, 2 November 2016)  
Terkait dengan dana tersebut berdasarkan temuan penulis dilapangan, insentif bagi 
pendamping PKH memang perlu untuk ditambah karena untuk menjangkau desa-
desa di daerah ini cukup membutuhkan perjuangan bahkan harus dengan berjalan 
kaki untuk sampai di lokasi. 
V.2.3 Disposisi 
Disposisi yaitu berkaitan dengan bagaimana sikap dan komitmen pelaksana 
terhadap program. Salahsatu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi 
kebijakan adalah sikap imlementor. Jika implementor setuju dengan bagian bagian 
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isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika 
pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi 
akan mengalami banyak masalah dalam disposisi. Maka, biasanya ditempuh 
penyelesaian ataupun antisipasi dengan upaya penempatan pegawai sesuai dengan 
dedikasi dan bidangnya, serta pemberian insentif. 
Berkenaan dengan pengangkatan birokrasi sebagai aparat pelaksana, 
berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Sesenapadang pak Demas 
mengatakan bahwa :  
“untuk pengangkatan pelaksana PKH, ya sesuai dengan prosedur yang 
berlaku dan melalui seleksi yang dilakukan oleh Kementrian Sosial”.  
       (Wawancara, 6 November 2016) 
Menurut pantauan penulis dilapangan bahwa benar untuk pengangkatan 
pelaksana sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena proses rekrutmen 
pegawainya melalui seleksi dari Kementrian Sosial. 
Berkaitan dengan insentif yang diterima oleh pendamping PKH di Kecamatan 
Sesenapadang, pak Demas selaku Kecamatan Sesenapadang mengatakan bahwa: 
“insentif bagi pendamping PKH perlu untuk ditambahkan disini mengingat 
pekerjaan dilapangan yang berat” 
(Wawancara, 6 November 2016) 
Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa untuk 
insentif memang perlu untuk ditambahkan karena pekerjaan pendamping di daerah 
ini cukup berat karena akses jalan yang susah dan komunikasi yang sulit sehingga 





V.2.4 Struktur Birokrasi  
Struktur birokrasi berkenaan dengan prosedur atau pola yang mengatur 
jalannya pekerjaan dalam implementasi suatu kebijakan. Adapun struktur birokrasi 
yang dimaksud adalah adanya prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan 
pelaksaan suatu kebijakan. Selain itu, kadangkala dalam pelaksanaan suatu 
kenijakan terdapat penyebaran tanggung jawab diantara beberapa unit pelaksana, 
sehingga dibutuhkan adanya koordinasi.  
a. SOP (Standar Operating Procedur) 
Pelaksanaan suatu program membutuhkan suatu prosedur yang menjadi 
standar pelaksanaannya. Adapun menurut Pak Risal selaku koordinator PKH 
Kabupaten Mamasa mengatakan bahwa: 
“Dalam pelaksanaan program keluarga harapan, sudah disediakan buku 
pedoman umum program keluarga harapan (PKH). Jadi semua prosedur dan 
aturan yang harus diikuti sudah termuat dalam buku pedoman itu” 
 
(wawancara, 3 November 2016)  
 Selain itu, berdasarkan pernyataan dari pendamping PKH Kecamatan 
Sesenapadang, pak Yohanis mengatakan bahwa: 
“aturan-aturan dalam program keluarga harapan ini cukup ketat karena 
program ini adalah bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin” 
 
(wawancara, 6 November 2016) 
Kemudian setelah dikonfirmasi dengan peserta penerima bantuan PKH, Ibu 
Yuli selaku peserta PKH mengatakan bahwa : 
“saya pernah dipulangkan ke rumah untuk mengambil kartu peserta PKH 
karena pada waktu penerimaan bantuan saya lupa membawa kartunya” 
 
(wawancara, 7 November 2016) 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis melihat bahwa prosedur-
prosedur atau aturan yang berkenaan dengan program keluarga harapan telah diikuti 
dan dipatuhi oleh pengelola dan peserta program ini. 
b. Fragmentasi  
Dalam pelaksanaan suatu program, kadangkala terdapat penyebaran 
tanggung jawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi. Sehingga dibutuhkan 
adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam program ini. 
adapun dalam program PKH di Kecamatan Sesenapadang ini melibatkan beberapa 
pihak tekait diantaranya dari pihak kecamatan, Korkab PKH, Pendamping PKH, 
Kades dan masyarakat sebagai sasaran dari program ini. 
Berdasarkan wawancara dengan Camat Sesenapadang, Pak Demas 
mengatakan bahwa: 
“dari pihak kecamatan hanya sebagai pengawas dalam program keluarga 
harapan ini, kalau secara teknisnya dilapangan da pendamping yang selalu 
terjun ke masyarakat” 
(wawancara, 3 November 2016) 
Kemudian, saat wawancara dengan pendamping PKH Kecamatan 
Sesenapadang, pak Yohanis mengatakan bahwa :  
Kalau pelaksana teknis untuk program keluarga harapan di kecamatan, 
dipercayakan sepenuhnya kepada kami sebagai pendamping. 
 
(wawancara, 5 november 2016) 
Selanjutnya beliau juga menambahkan bahwa : 
Tetapi yang menjadi kendala kami dilapangan adalah kurangnya jumlah 
pendamping dan  akses jalan ke desa desa cukup susah. 
 
(wawancara, 5 November 2016) 
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Hal tersebut juga diakui oleh Ibu Yuli, selaku peserta program keluarga 
harapan yang mengatakan bahwa : 
“penyebab kurangnya informasi kepada kami seputar PKH ini adalah karena 
kurangnya informasi yang kami dapat dari pendamping, mungkin karena untuk 
menjangkau wilayah kami cukup susah karena jalanan rusak dan jaringan 
telepon yang tidak bagus” 
 
(wawancara, 6 November 2016) 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa 
terdapat masalah dalam koordinasi dengan peserta penerima bantuan yang 
disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak dan jaringan komunikasi telepon yang tidak 
mendukung. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya penyebaran tanggung jawab 
dari beberapa pihak dapat menyebabkan kendala jika koordinasi antara pihak-pihak 
tersebut sulit untuk dilakukan. Begitupun dalam implementasi PKH di Kecamatan 
Sesenapadang, sangat membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat 

















Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 
sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut :  
1. Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa implementasi Program Keluarga 
Harapan (PKH) Kecamatan Sesenapadang mendapat dukungan dari berbagai 
pihak kecamatan, desa, dan antusiasme masyarakat menengenai program ini 
cukup tinggi. Meski demikian, ini belum maksimal dan masih banyak 
kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini terlihat dari kelompok sasaran yang 
belum tepat; jumlah pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun 
kualitas (skill) sehingga belum bisa dikatakan maksimal. 
2. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) belum optimal. Hal ini 
terutama terlihat dari :  
a. Komunikasi, setelah melakukan penelitian bahwa komunikasi dalam 
implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Sesenapadang masih 
belum maksimal. Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik lagi, misalnya 
dengan melakukan penyuluhan dan pemasangan spanduk sehingga 
informasi tentang program keluarga harapan sampai ke pelosok pelosok 
desa.  
b. Sumberdaya sudah cukup baik namun dalam hal ini sumberdaya manusia 
perlu ditingkatkan lagi. 
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c. Disposisi dalam ini masih kurang dalam aspek insentif sehingga perlu untuk 
ditambahkan. 
d. Struktur birokrasi masih terkendala dalam dalam aspek fragmentasi sehingga 
membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat baik itu 
masyarakat yang menjadi sasaran  bantuan maupun pelaksana program ini. 
VI.2. Saran 
Berdasarkan uraian Kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan saran saran 
sebagai berikut :  
1. Pentingnya pemerintah Kecamatan Sesenapadang dan jajarannya serta instansi 
terkait untuk mengoptimalkan implementasi Program Keluarga Harapan sesuai 
dengan tujuan yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan 
dan kesehatan rumah tangga sangat miskin (RTSM). 
2. Perlu adanya penambahan jumlah pendamping PKH untuk sehingga tujuan 
program ini dapat tercapai.  
3. Perlu diadakan sosialisasi yang mendalam dari para pelaksana program 
keluarga harapan kepada peserta penerima program PKH agar kedepannya 
dapat berjalan lebih baik.  
4. Diharapkan kepada warga masyarakat peserta program keluarga harapan 
supaya menggunakan bantuaan ini dengan sebaik-baiknya dan jika ada keluhan 
mengenai keluarga harapan ini segara melaporkan pendamping PKH untuk 
dicarikan solusinya.  
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5. Dalam pelaksanaan PKH Kementrian Sosial, Pemerintah kabupaten/kota, 
maupun kecamatan lebih meningkatkan pengawasan langsung jalannya 
program keluarga harapan ini dengan terus berkoordinasi dengan pendamping 
kecamatan, agar dapat dilihat bukti nyata kesiapan daerah atau Kecamatan 
Sesenapadang dalam menjalankan kebijakan bantuan PKH ini. Para 
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